[bookmark: _GoBack]
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Landasan Teori
2.1.1 Teori Legitimasi
Teori legitimasi menjelaskan hubungan antara perusahaan dan masyarakat. Menurut teori ini, perusahaan harus meyakinkan masyarakat bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di lingkungan sekitar (Damanik,2017)
Perusahaan bisa bertahan jika operasinya sejalan dengan nilai sosial dan peduli terhadap dampak lingkungan serta sosial, bukan hanya fokus pada kepentingan pemegang saham. Legitimasi adalah usaha dan tanggung jawab perusahaan untuk menjalankan aktivitasnya sesuai dengan norma dan hukum agar diakui oleh Masyarakat (Damanik.,2017). Legitimasi merupakan sebuah upaya,tindakan dan tanggung jawab sebuah perusahaan kepada masyarakat atas aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Yang bertujuan sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku agar dapat diakui keberadaannya oleh masyarakat.
2.1.2 Teori Stakeholder

Stakeholder adalah semua pihak, baik dari dalam maupun luar perusahaan, yang memiliki hubungan dan saling memengaruhi secara langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan. (Damanik,2017). Teori stakeholder menjelaskan bahwa perusahaan tidak hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan berbagai pihak terkait, seperti karyawan, konsumen, pemasok, masyarakat, dan lingkungan. Para stakeholder berhak mendapatkan
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informasi tentang kegiatan perusahaan dan berperan dalam memengaruhi serta dipengaruhi oleh perusahaan. Keberadaan dan kesuksesan perusahaan sangat tergantung pada dukungan yang diberikan oleh stakeholder.
2.1.2  Profitabilitas
2..1.3.1 Pengertian Profitabilitas

Meningkatkan profitabilitas menjadi salah satu tujuan utama bagi semua perusahaan, baik yang beroperasi di tingkat domestik maupun internasional. Pertumbuhan laba yang ascendente menjadi nilai tambah yang sangat berharga, menarik perhatian para investor dan memberikan keunggulan signifikan bagi perusahaan dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. Dengan menganalisis rasio profitabilitas, perusahaan dapat mengevaluasi efektivitas kebijakan yang telah diimplementasikan, termasuk kinerja manajemen yang berlaku. Tingkat efektivitas manajemen tersebut dapat diukur dari laba yang dihasilkan melalui penjualan dan pendapatan investasi, yang diperoleh dari pemahaman tentang tingkat profitabilitas yang dimiliki. Menurut Hergianti dalam (Herikusnanto & Sudjiman,2022). Profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dan memanfaatkan aset tetap yang digunakan dalam operasional, berdasarkan tingkat penjualan, aset, dan modal. Profitabilitas menunjukkan seberapa baik perusahaan menghasilkan laba dalam jangka waktu tertentu..
Menurut Kasmir dalam Sekar Pramesti & Hardiningsih (2022), Rasio profitabilitas digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan, biasanya diukur dengan Return on Assets (ROA). ROA menunjukkan
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hasil yang diperoleh dari total aset yang digunakan oleh perusahaan. Semakin rendah nilai ROA, semakin kurang optimal kinerja perusahaan, dan sebaliknya. Dalam penelitian ini, Return on Assets (ROA) dipilih sebagai indikator untuk mengukur profitabilitas karena rasio ini efektif dalam menilai kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang profitabilitas keuangan perusahaan, analisis laporan keuangan perlu dilakukan dengan membandingkan laporan laba-rugi dari beberapa periode. Melalui analisis tersebut, perusahaan dapat memperoleh kesimpulan mengenai apakah profitabilitas mengalami peningkatan atau penurunan
2. .1.3.2 Tujuan Profitabilitas

Tujuan Profitabilitas dalam perusahaan adalah untuk menilai sejauh mana perusahaan dapat menghasilkan laba yang berkelanjutan serta memberikan indikasi atas efisiensi operasional (Suharti,2024).
Tujuan dari Profitabilitas terbagi menjadi beberapa hal yaitu:

1. Menilai sejauh mana perusahaan dapat menghasilkan laba yang berkelanjutan.
2. Memberikan indikasi atas efisiensi operasional perusahaan.

3. Menjadi dasar pengambilan keputusan strategis oleh manajemen.

4. Memberikan informasi bagi investor mengenai potensi pengembalian investasi.
5. Menjadi alat ukur keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.

2..1.3.3 Manfaat Profitabilitas


Menurut Suharti (2022), Adapun manfaat profitabilitas perusahaan meliputi:
1. Memungkinkan perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien.
2. Menunjukkan tingkat keberlanjutan keuangan perusahaan dalam jangka

panjang.

3. Menjadi dasar dalam menentukan strategi investasi dan ekspansi bisnis.

4. Memberikan informasi bagi pemegang saham mengenai potensi dividen dan pertumbuhan ekuitas.
5. Menunjang stabilitas operasional dan meningkatkan daya saing dalam

industri.

2..1.3.4 Indikator Pengukuran Profitabilitas

Ada beberapa macam alat ukur yang sering dipakai untuk menghitung profitability perusahaan, yaitu:
1. Net Profit Margin (NPM)

Menurut (Sintha Ayu Pithaloka & Maria Yovita R. Pandin, 2024). Net profit margin mengukur seberapa efektif perusahaan menghasilkan laba bersih dari penjualannya dengan membandingkan total laba bersih terhadap total pendapatan. Rasio ini menghitung persentase dari setiap hasil sisa penjualan sesudah dikurangi semua biaya pengeluaran, termasuk bunga dan pajak.Sehingga semakin tinggi profit margin,semakin tinggi pula kemampuan perusahaan memperoleh laba pada tingkat penjualan tertentu. Untuk menghitung net profit margin dapat menggunakan cara berikut:
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NPM = 𝑳𝒂𝒃𝒂 𝑩𝒆𝒓𝒔𝒊𝒉 𝑺𝒆𝒕𝒆𝒍𝒂𝒉 𝑷𝒂𝒋𝒂𝒌 x 100%
𝑷𝒆𝒏𝒋𝒖𝒂𝒍𝒂𝒏 𝑩𝒆𝒓𝒔𝒊𝒉

2. Return on Total Assets (ROA)
Menurut Halik (2024), Return on Assets (ROA) adalah rasio yang menunjukkan hasil yang diperoleh perusahaan dari total aset yang digunakan. ROA memberikan gambaran yang lebih jelas tentang profitabilitas perusahaan dengan menilai seberapa efektif manajemen dalam mengelola investasi untuk menghasilkan pendapatan. Semakin tinggi nilai ROA. Semakin besar kemampuan perusahaan dalam meraih keuntungan. Peningkatan profitabilitas ini dapat menarik minat investor dan berpotensi meningkatkan nilai saham setelah memperhitungkan pajak. Indikator ini secara langsung mencerminkan efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan aset atau sumber daya yang dimiliki untuk mencapai hasil yang optimal. Berikut adalah rumus untuk menghitung Return on Assets
ROA =
𝑳𝒂𝒃𝒂 𝑩𝒆𝒓𝒔𝒊𝒉 𝑺𝒆𝒕𝒆𝒍𝒂𝒉 𝑷𝒂𝒋𝒂𝒌
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕
x 100%

3. Return on Equity (ROE)

Return on Equity merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri (Sintha Ayu Pithaloka & Maria Yovita R. Pandin, 2024). Rasio ROE biasanya yang paling dilihat oleh pemegang saham untuk m mengukur kemampuan Perusahaan menghasilkan laba dari investasi yang dilakukan pemegang saham kepada Perusahaan. ROE adalah hasil perbandingan antara laba bersih perusahaan setelah dikurangi dan total
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modal yang dimilikinya. Untuk menghitung nilai ROE (Return on Equity) dapat menggunakan rumus berikut:
ROE =
𝑳𝒂𝒃𝒂 𝑩𝒆𝒓𝒔𝒊𝒉 𝑺𝒆𝒕𝒆𝒍𝒂𝒉 𝑷𝒂𝒋𝒂𝒌
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝑬𝒌𝒖𝒊𝒕𝒂𝒔
x 100%


4. Gross Profit Margin

Gross Profit Margin (GPM) atau biasa disebut margin laba kotor merupakan cara yang digunakan dalam penentuan harga pokok penjualan (Alifianda & Takarini, 2020). Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan Perusahaan menghasilkan laba melalui persentase laba kotor dari penjualan Perusahaan.(Purbasari et al., 2023) GPM dapat dihitung dengan Rumus sebagai berikut :GPM =
𝑳𝒂𝒃𝒂 𝑲𝒐𝒕𝒐𝒓
𝑷𝒆𝒏𝒋𝒖𝒂𝒍𝒂𝒏 𝑩𝒆𝒓𝒔𝒊𝒉
x 100%

5. Operating Profit Margin
Rasio Margin atau margin laba atas penjualan, adalah rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan dengan cara membanding antara laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih.
Dihitung menggunakan rumus:
OPM =
𝑳𝒂𝒃𝒂 𝑩𝒆𝒓𝒔𝒊𝒉
𝑷𝒆𝒏𝒋𝒖𝒂𝒍𝒂𝒏
x 100%



2.1.4 Sustainability Report

2.1.4.1 Pengertian Sustainability Report
Menurut Adolph (2022) pelaporan berkelanjutan (sustainability report) merupakan suatu model pelaporan yang menyampaikan informasi perusahaan kepada pemangku kepentingan (stakeholder) dengan mengintegrasikan pelaporan keuangan, pelaporan sosial, pelaporan lingkungan, dan pelaporan tata kelola korporasi dalam satu laporan berkelanjutan.
Laporan keberlanjutan dapat dipahami sebagai laporan terbuka dari perusahaan yang berfungsi untuk mengukur, mengungkapkan, dan mempertanggungjawabkan aktivitas perusahaan dalam berbagai aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Laporan ini mencerminkan komitmen perusahaan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, serta menyediakan informasi yang dapat diakses, dibandingkan, dan digunakan dalam pengambilan keputusan (Sekar Pramesti & Hardiningsih, 2022).
Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa laporan keberlanjutan adalah dokumen terbuka yang mengungkapkan kontribusi perusahaan di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan, baik di tingkat lokal, regional, maupun global. Laporan ini menjadi sarana bagi perusahaan untuk menunjukkan akuntabilitas kepada masyarakat dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
Laporan keberlanjutan disusun sebagai pelengkap laporan keuangan, namun penyajiannya dilakukan secara terpisah dari laporan keuangan utama


perusahaan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 paragraf sembilan menegaskan bahwa perusahaan dapat menyajikan laporan tambahan, seperti laporan lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value added statement). Hal ini terutama berlaku bagi industri yang memberikan perhatian besar pada faktor lingkungan dan karyawan sebagai pengguna penting laporan tersebut. Di Indonesia, implementasi pelaporan berkelanjutan juga didukung oleh sejumlah peraturan, seperti UU No. 23/1997 tentang manajemen lingkungan, serta aturan yang ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia mengenai prosedur dan persyaratan listing dan standar laporan keuangan (PSAK).
Hubungan antara Sustainability Report dan ROA

1. Pengaruh Positif melalui Efisiensi Operasional

Perusahaan yang serius dalam mengimplementasikan dan melaporkan inisiatif keberlanjutan sering kali dapat menemukan cara untuk meningkatkan efisiensi operasional, termasuk pengurangan limbah, penghematan energi, dan penggunaan sumber daya yang lebih baik. Peningkatan efisiensi ini dapat mengurangi biaya operasional dan berujung pada peningkatan laba bersih, sehingga turut meningkatkan Return on Assets (ROA).
2. Peningkatan Reputasi dan Loyalitas Konsumen

Pelaporan berkelanjutan dapat memperbaiki reputasi perusahaan di kalangan konsumen, investor, dan pemangku kepentingan lainnya. Reputasi yang baik ini berpotensi meningkatkan penjualan, yang pada


gilirannya dapat meningkatkan laba. Ketika laba semakin meningkat dengan penggunaan aset yang ada, ROA juga akan mengalami peningkatan.
3. Akses ke Modal dan Investasi
Saat ini, investor semakin mempertimbangkan kinerja lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) sebagai faktor krusial dalam pengambilan keputusan investasi. Perusahaan yang berhasil dalam pelaporan berkelanjutan cenderung lebih mudah mendapatkan akses ke modal dengan biaya lebih rendah. Ini bisa berarti pengeluaran yang lebih kecil untuk aset, sembari tetap mempertahankan atau meningkatkan laba, yang akan berdampak positif pada ROA.
4. Manajemen Risiko yang Lebih Baik

Perusahaan yang berfokus pada keberlanjutan umumnya lebih efektif dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko lingkungan dan sosial yang dapat mempengaruhi kinerja jangka panjang mereka. Pengelolaan risiko yang lebih baik ini dapat mengurangi kemungkinan kerugian atau biaya tak terduga, yang pada akhirnya berdampak positif pada laba bersih dan ROA.
2.1.4.2 Tujuan Sustainability Report

Menurut Adolph (2022), pembuatan dan penyebaran Laporan Keberlanjutan (sustainability report) memiliki beberapa tujuan utama, antara lain:
1. meningkatkan reputasi perusahaan dengan menunjukkan transparansi dan akuntabilitas.


2. menjangkau berbagai pemangku kepentingan agar mereka memperoleh informasi yang akurat melalui berbagai saluran seperti internet, media cetak, dan konferensi pemangku kepentingan.
3. membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan manajemen untuk
memperbaiki kinerja pada area yang masih lemah.

4. menyediakan informasi yang lebih lengkap kepada investasi

2.1.4.3 Manfaat Sustainability Report

Laporan berkelanjutan (Sustainability Report) menawarkan berbagai manfaat, baik untuk perusahaan maupun para pemangku kepentingan. Menurut World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), ada beberapa manfaat utama dari laporan berkelanjutan yang perlu diperhatikan.
1. Laporan berkelanjutan memberikan informasi yang jelas kepada para pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, anggota komunitas lokal, dan pemerintah, yang pada gilirannya meningkatkan prospek perusahaan serta mewujudkan transparansi.
2. Laporan ini berperan penting dalam membangun reputasi perusahaan, berfungsi sebagai alat yang dapat meningkatkan nilai merek, pangsa pasar, serta loyalitas konsumen dalam jangka panjang.
3. Laporan berkelanjutan juga mencerminkan bagaimana perusahaan mengelola risikonya, memberikan gambaran yang jelas tentang strategi manajerial yang diterapkan.


4. Selain itu, laporan ini dapat menjadi pendorong bagi pemikiran kepemimpinan dan kinerja, didorong oleh semangat kompetisi yang sehat.
5. Laporan berkelanjutan memainkan peran kunci dalam mengembangkan dan memfasilitasi penerapan sistem manajemen yang lebih baik, terutama dalam mengelola dampak lingkungan, ekonomi, dan sosial.
6. Laporan ini juga mencerminkan kemampuan dan kesiapan perusahaan untuk memenuhi ekspektasi pemegang saham dalam jangka panjang.
7. Terakhir, laporan berkelanjutan membantu membangun ketertarikan pemangku kepentingan terhadap visi jangka panjang perusahaan dan menunjukkan langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan nilai perusahaan terkait isu-isu sosial dan lingkungan.
Dengan demikian, laporan berkelanjutan bukan hanya sekadar laporan, melainkan alat strategis yang penting bagi perusahaan untuk mencapai keberlanjutan dan kesiapan dalam menghadapi tantangan yang akan datang.
2.1.4.4 Peraturan Tentang Sustainability Report

Berikut adalah sejumlah peraturan yang mengatur tentang laporan keberlanjutan (sustainability report):
1. Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

3. Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pasar Modal serta Lembaga Keuangan No. KEP-431/BL/2012 mengenai Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik,


berdasarkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.
4. Peraturan OJK No. 51/POJK. 03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.
5. Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
6. Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2012 mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
7. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan  (PSAK) No. 1 tentang

Penyajian Laporan Keuangan.

2.1.4.5 Pengungkapan Sustainability Report

Pelaporan keberlanjutan yang mengacu pada standar Global Reporting Initiative (GRI) harus mencerminkan secara seimbang dan objektif kontribusi positif dan negatif yang diberikan oleh organisasi dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Melalui standar GRI, tercipta keseragaman bahasa yang memudahkan komunikasi antara organisasi dan para pemangku kepentingan, sehingga dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial organisasi dapat lebih dipahami dengan baik.
Pelaporan keberlanjutan berdasarkan Pedoman GRI G4 mencakup beberapa dimensi berikut:


1. Ekonomi

Dimensi ekonomi dalam standar GRI berhubungan dengan dampak organisasi terhadap kondisi ekonomi pemangku kepentingannya, serta sistem ekonomi di tingkat lokal, nasional, dan global. Standar ini mencakup aliran modal antara berbagai pemangku kepentingan dan pengaruh ekonomi utama yang ditimbulkan oleh organisasi terhadap masyarakat. Berbagai aspek yang dibahas dalam dimensi ini meliputi kinerja ekonomi, keberadaan pasar sosial, dampak ekonomi tidak langsung, praktik pengadaan yang etis, serta upaya dalam memberantas korupsi dan persaingan yang tidak sehat.
2. Lingkungan

Dimensi lingkungan dalam standar GRI berfokus pada dampak organisasi terhadap sistem alami, baik yang hidup maupun tak hidup, seperti tanah, udara, air, dan ekosistem. Sumber daya yang digunakan oleh organisasi untuk memproduksi dan mengemas produk serta layanan bisa berasal dari material tak terbarukan, seperti mineral, logam, minyak, gas, dan batu bara, maupun material terbarukan seperti kayu dan air.
3. Sosial

Dimensi sosial dari keberlanjutan, sesuai dengan standar GRI, berkaitan dengan dampak organisasi terhadap sistem sosial di mana ia beroperasi. Aspek sosial ini meliputi sub-kategori penting seperti kepegawaian, hak asasi manusia, interaksi dengan masyarakat, serta tanggung jawab atas produk yang dihasilkan.


2.1.4.6 Prinsip Pelaporan Sustainability Report

Laporan keberlanjutan yang diterbitkan oleh organisasi bernama Global Reporting Initiative (GRI) pada tahun 2013 terdiri dari dua bagian utama, yaitu standar umum dan standar khusus. Standar umum mencakup pengungkapan mengenai strategi dan analisis, profil organisasi, aspek material dan batasan yang teridentifikasi, interaksi dengan pemangku kepentingan, profil laporan, tata kelola, serta etika dan integritas. Sementara itu, standar khusus mencakup pengungkapan terkait pendekatan manajemen, indikator dari kategori ekonomi, indikator dari kategori lingkungan, dan indikator dari kategori sosial.
Menurut GRI G4 Nichola & Septiani (2019) laporan keberlanjutan mengikuti sejumlah prinsip yang menentukan kontennya. Beberapa prinsip tersebut antara lain:
1. Pelibatan Pemangku Kepentingan: Organisasi diharuskan mengidentifikasi para pemangku kepentingan dan menjelaskan bagaimana respons terhadap harapan dan kepentingan wajar mereka.
2. Konteks Keberlanjutan: Laporan harus menyajikan kinerja organisasi dalam konteks keberlanjutan yang lebih luas.
2.1.4.7 Indikator Pengungkapan Sustainability Report

GRI adalah sebuah organisasi non-profit yang berkomitmen untuk mempromosikan keberlanjutan dalam aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Organisasi ini menyediakan kerangka pelaporan keberlanjutan yang komprehensif, yang banyak digunakan oleh perusahaan dan organisasi
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di seluruh dunia. Pedoman pengungkapan yang ditawarkan oleh GRI meliputi G3, G3. 1, dan G4.yang lebih dikenal sebagai G3. 0, merupakan versi awal dari pedoman GRI yang mencakup 79 indikator dan masih banyak digunakan hingga saat ini.Selanjutnya G3 merupakan versi pengembangan dari G3 yang berisi 84 indikator, termasuk 79 indikator yang ada pada G3, dengan berbagai perubahan dan tambahan yang diharapkan dapat menyempurnakan pedoman tersebut. G4 adalah versi terbaru yang hadir dengan 91 indikator.Semakin banyak indikator yang diungkapkan dalam laporan keberlanjutan, semakin tinggi pula kualitas laporan tersebut. Laporan keberlanjutan yang mengikuti standar GRI terdiri dari enam komponen utama, yaitu:
Tabel 2.1
Indeks Indikator Pengungkapan Sustainability Report
Berdasarkan GRI (Global Reporting Intiative)

	Indikator
Kinerja
	Aspek
	Penjabaran

	EKONOMI
	Kinerja Ekonomi
	EC1 : Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan , meliputi pendapatan,				biaya operasional, Upah dan tunjangan		karyawan, pembayaran			kepada pemodal,	Pembayaran kepada pemerintah, investasi
masyarakat.
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	EC2 : Implikasi finansial dan risiko serta peluang lainnya kepada  kegiatan  organisasi
karena perubahan iklim.

	
	
	EC3 : Cakupan kewajiban
organisasi	atas	program imbalan pasti

	
	
	EC4: Bantuan finansial yang
diterima dari pemerintah

	
	Keberadaan di Pasar
	EC5 : Rentang upah standar pegawai pemula (entry level) menurut	gender dibandingkan dengan upah minimum refional di lokasi- lokasi  operasional  yang
signifikan.

	
	
	EC6 : Perbandingkan manajemen senior yang dipekerjakan dari masyarakat dari masyarakat lokal di lokasi operasi yang signifikan biaya operasional, Upah   dan   tunjangan
karyawan, pembayaran.

	
	Dampak Ekonomi Tidak Langsung
	EC7 : Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur dan jasa yang
diberikan.




	
	
	EC8 : Dampak ekonomi tidak
langsung	yang	signifikan, termasuk besarnya dampak

	LINGKUNGAN
	Bahan
	EN1 : Bahan yang digunakan berdasarkan	berat	atau
volume.

	
	
	EN2: Persentase bahan yang
digunakan merupakan bahan input daur ulang

	
	Energi
	EN3	:	Konsumsi	energi
dalam organisasi

	
	
	EN4 : Konsumsi energi di
luar organisasi

	
	
	EN5 : Intensitas Energi

	
	
	EN6 : pengurangan konsumsi
energi

	
	
	EN7	:	Pengurangan
kebutuhan	energi	pada produk dan jasa

	
	Air
	EN8 : Total pengambilan air
berdasarkan sumber

	
	
	EN9 : Sumber air yang secara
signifikan dipengaruhi oleh pengambilan air

	
	
	EN10 : Persentase dan total
volume air yang didaur ulang dan digunakan kembali

	
	Keanekaragaman Hayati
	EN11	:	Lokasi-lokasi
operasional	yang	dimiliki, disewa, dikelola di dalam,




	
	
	atau yang berdekatan dengan kawasan lindung dengan kawasan	nilai
keanekaragaman hayati yang tinggi  di  luar  kawasan
lindung

	
	
	EN12 : Uraian dampak signifikan kegiatan, produk, dan	jasa	terhadap keanekaragaman hayati di kawasan lindung dengan nilai keanekaragaman hayati yang tinggi di luar kawasan
lindung

	
	
	EN13	:	Habitat	yang
dilindungi dan dipulihkan

	
	
	EN14 :Jumlah total spesies dalm iucn red list dan spesies dalam daftar spesies yang dilindungi nasional dengan habitat ditempat yang dipengaruhi operasional berdasarkan  tingkat  risiko
kepunahan

	
	Emisi
	EN15 : Emisi gas rumah kaca
(GRK) langsung (Cakupan1)

	
	
	EN16 : Emisi gas rumah kaca (GRK)	Energi	Tidak
langsung (Cakupan2)




	
	
	EN17 : Emisi gas rumah kaca
(GRK)	Tidak	Langsung Lainnya (Cakupan3)

	
	
	EN18 : Intensitas emisi gas
rumah kaca (GRK)

	
	
	EN19 : Pengurangan emisi
gas rumah kaca

	
	
	EN20 : Emisi bahan perusak
ozon (BPO)

	
	
	EN21 : Nox, SOx, dan emisi
udara signifikan lainnya

	
	Efluen & Limbah
	EN22: Total air yang dibuang berdasarkan	kualitas	dan
tujuan

	
	
	EN23 : Bobot total limbah berdasarkan jenis dan metode
pembuangan

	
	
	EN24 : Jumlah dan volume
total tumpah signifikan

	
	
	EN25 : Bobot limbah yang dianggap berbahaya menurut ketentuan konvensi lampiran I, II, III, dan VIII yang diangkut, diimpor, diekspor, atau diolah, dan persentase yang limbah diangkut untuk
pengiriman internasional

	
	
	EN26 : Identitas, ukuran, status	lindung,	dan	nilai
keanekaragaman hayati dari




	
	
	badan air dan habitat terkait yang secara signifikan terkena  dampak  dari  air
buangan dan limpasan

	
	Produk dan Jasa
	EN27	:	Tingkat	mitigasi
dampak	terhadap	dampak lingkungan produk dan jasa

	
	
	EN28 : Persentase produk yang terjual dan kemasannya dan  direklamasi  menurut
kategori

	
	Kepatuhan
	EN29: Nilai moneter denda signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter karena ketidakpatuhan terhadap undang-undang	dan
peraturan lingkungan

	
	Transportasi
	EN30 : Dampak lingkungan signifikan dari pengangkutan produk dan barang lain serta bahan untuk operasional organisasi dan pengangkutan
tenaga kerja

	
	Lain-lain
	EN31 : Total pengeluaran
dan investasi perlindungan lingkungan berdasarkan jenis

	
	Asesmen PemasokAtas
Lingkungan
	EN32 : Persentase penapisan pemasok baru menggunakan
kriteria lingkungan




	
	
	EN33 : Dampak lingkungan negatif signifikan aktual dan potensi dalam rantai pasokan
dan tindakan yang diambil

	
	Mekanisme Pengaduan Masalah Lingkungan
	EN34 : Jumlah pengaduan tentang dampak lingkungan yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan	melalui
mekanisme pengaduan resmi

	SOSIAL
	Kepegawaian
	Sub-Kategori : Praktik Ketenagakerjaan	dan Kenyamanan Bekerja
LA1 : Jumlah total dan tingkat perekrutan karyawan baru dan turnover karyawan menurut  kelompok,  umur,
gender, dan wilayah

	
	
	LA2 : Tunjangan yang diberikan bagi purnawaktu yang tidak diberikan bagi karyawan sementara atau paruh waktu berdasarkan lokasi  operasional  yang
signifikan

	
	
	LA3 : Tingkat kembali bekerja dan tingkat retensi setelah   cuti   melahirkan
menurut gende

	
	Hubungan
Industrial
	LA4	:	Jangka	waktu
minimum	pemberitahuan




	
	
	mengenai	peubahan operasional termasuk apakah hal tersebut tercantum dalam
perjanjian bersama

	
	Kesehatan& Keselamatan Kerja
	LA5 : Persentase total tenaga kerja yang diwakili dalam komite bersama formal manajemen-pekerja yang membantu mengawasi dan memberikan saran program kesehatan dan keselamatan
kerja

	
	
	LA6: Jenis dan tingkat cedera, penyakit akibat kerja, hari	hilang,	dan kemangkiran, serta jumlah total kematian akibat kerja
menurut daerah dan gender

	
	
	LA7: Pekerja yang sering terkena atau beresiko tinggi terkena yang terkait dengan
pekerjaan mereka

	
	
	LA8: Total kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam  perjanjian  formal
dengan serikat pekerja

	
	Pelatihan& Pendidikan
	LA9 : Jam latihan rata-rata per tahun per karyawan menurut gender dan menurut
kategori karyawan




	
	
	LA10 : Program untuk manajemen keterampilan dan pembelajaran seumur hidup yang	mendukung keberlanjutan kerja karyawan dan   membantu   mereka
mengelola purna bakti

	
	
	LA11 : Persentase karyawan yang menerima review kinerja dan pengembangkan karier rutin secara reguler menurut gender dan kategori
karyawan

	
	Keberagaman dan Kesetaraan Peluang
	LA12 : Komposisi badan tata kelola dan pembagaian karyawan per kategori karyawan menurut gender, kelompok usia, keanggotaan kelompok minoritas, dan indikator	keberagaman
lainnya

	
	Kesetaraan Remunerasi Perempuan&Laki- laki
	LA13: Rasio gaji pokok dan remunerasi		terhadap perempuan terhadap laki-laki kategori	karyawan berdasarkan			lokasi
operasional yang signifikan

	
	
	LA14 : Persentase penapisan
pemasok baru menggunakan




	
	Asesmen Pemasok&Praktik Ketenagakerjaan
	kriteria	praktik
ketenagakerjaan

	
	
	LA15 : Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap praktik ketenagakerjaan dalam rantai pasokan dan tindakan yang
diambil

	
	Mekanisme Pengaduan Masalah Ketenagakerjaan
	LA16 : Jumlah pengaduan tentang	praktik
ketenagakerjaan		yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan	melalui
mekanisme pengaduan resmi

	HAK&ASASI MANUSIA
	Investasi
	HR1 : Jumlah total dan persentase perjanjian dan kontrak investasi yang signifikan yang menyertakan klausul terkait hak asasi manusia atau penapisan berdasarkan   hak   asasi
manusia

	
	
	HR2 : Jumlah waktu pelatihan karyawan tentang kebijakan atau prosedur hak asasi manusia terkait dengan aspek HAM yang relevan dengan operasi termasuk persentase  karyawan  yang
dilatih
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	Non-diskriminasi
	HR3 : Jumlah total insiden
diskriminasi	dan	tindakan perbaikan yang diambil

	
	Kebebasan Berserikat dan Perjanjian Kerja Bersama
	HR4: Operasi dan pemasok teridentifikasi yang mungkin melanggar atau beresiko tinggi melanggar hak untuk melaksanakan kebebasan berserikat  dan  perjanjian
kerja bersama

	
	Pekerja Anak
	HR5 : Operasi dan pemasok terindentifikasi beresiko tinggi melakukan ekploitasi pekerja anak dan tindakan yang diambil untuk berkontribusi	dalam penhapusan  pekerja  anak
yang efektif

	
	Pekerja Paksa atau Wajib Kerja
	HR6 : Operasi dan pemasok terindentifikasi beresiko tinggi melakukan pekerja paksa atau wajib kerja dan tindakan untuk berkontribusi dalam penghapusan segala bentuk pekerja paksa atau
wajib kerja

	
	Praktik Pengamanan
	HR7  :  Persentase  petugas
keamanan yang dilatih dalam kebijakan atau prosedur hak
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	asasi mansusia di organisasi
yang relevan dengan operasi

	
	Hak Adat
	HR8 : Jumlah total insiden pelanggaran yang melibatkan hakhak masyarakat adat dan
tindakan yang diambil

	
	Asesmen Pemasok Atas Hak Asasi Manusia
	HR10: Persentase penapisan
pemasok baru menggunakan kriteria hak asasi manusia

	
	
	HR11 : Dampak negatif signifikan aktual dan potensial terhadap hak asasi manusia dalam rantai pasokan dan tindakan yang
telah diambil

	
	Mekanisme Pengaduan Masalah&Hak Asasi manusia
	HR12 : Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap hak asasi manusia yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui	mekanisme
pengaduan formal

	Masyarakat
	Masyarakat Lokal
	S01 :Persentase operasi dengan pelibatan masyarakat lokal, asesmen dampak, dan program    pengembangan
yang diterapkan

	
	
	SO2 : Operasi dengan dampak negatif aktual dan potensial  yang  signifikan
terhadap masyarakat lokal




	
	
	S01 :Persentase operasi dengan pelibatan masyarakat lokal, asesmen dampak, dan program    pengembangan
yang diterapkan

	
	
	SO2 : Operasi dengan dampak negatif aktual dan potensial  yang  signifikan
terhadap masyarakat lokal

	
	Anti-korupsi
	SO3 : Jumlah total dan persentase operasi yang dinilai terhadap risiko terkait dengan korupsi dan risiko signifikan	yang
teridentifikasi

	
	
	SO4: Komunikasi dan pelatihan	mengenai kebijakan dan prosedur anti
korupsi

	
	
	SO5 : Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang
diambil

	
	Kebijakan Publik
	SO6 : Nilai total kontribusi politik berdasarkan negara dan    penerima/penerima
manfaat

	
	Anti Persaingan
	SO7	:	Jumlah	total	dan tindakan		hukum	terkait
antipersaingan, anti




	
	Kepatuhan
	SO8 : Nilai moneter denda yang signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter atas ketidakpatuhan    terhadap
undangundang dan peraturan

	
	Asesmen Pemasok Atas Dampak Pada Masyarakat
	SO9 : Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria  dampak  terhadap
masyarakat

	
	
	S010: Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat dalam rantai pasokan dan tindakan
yang diambil

	
	Mekanisme Pengaduan Dampak Terhadap Masyarakat
	SO11: Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap masyarakat yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui	mekanisme
pengaduan resmi

	TANGGUNG JAWAB	ATAS PRODUK
	Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan
	PR1 : Persentase kategori produk dan jasa yang signifikan	dampaknya terhadap kesehatan dan keselamatan  dinilai  untuk
peningkatan

	
	
	PR2 : Total jumlah insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela
terkait dampak kesehatan dan




	
	
	keselamatan dari produk dan
jasa sepanjang daur hidup menurut jenis hasil

	
	Peabelan Produk dan Jasa
	PR3 : Jenis informasi produk dan jasa yang diharuskan oleh prosedur organisasi terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, serta persentase kategori produk dan jasa yang signifikan  harus  mengikuti
persyaratan informasi sejenis

	
	
	PR4 : Jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dengan informasi pelabelan produk dan jasa
menurut jenis hasil

	
	
	PR5  :  Hasil  survei  untuk
mengukur	kepuasan pelanggan

	
	Komunikasi
Pemasaran
	PR6: Penjualan produk yang
dilarang atau disengketakan

	
	
	PR7: Jumlah total insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela tentang	komunikasi pemasaran, termasuk iklan, promosi,   dan   sponsor
menurut jenis hasil




	
	Privasi Pelanggan
	PR8 : Jumlah total keluhan yang terbukti terkait dengan pelanggaran	privasi pelanggan  dan  hilangnya
data pelanggan

	
	Kepatuhan
	PR9 : Nilai moneter denda yang	signifikan	atas
ketidakpatuhan.



2.1.5 Good Corporate Governance

2.1.5.1 Pengertian Good Corporate Governance
Menurut FCGI (Forum for corporate governance in Indonesia) (Mutmainah, 2021), good corporate governance adalah seperangkat aturan yang mengatur interaksi antara pemegang saham, manajemen perusahaan, kreditur, pemerintah, pekerja, serta para pemangku kepentingan baik di dalam maupun di luar perusahaan, yang berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing. Corporate governance juga dapat dipahami sebagai sistem yang digunakan oleh perusahaan untuk merumuskan strategi dalam meningkatkan keberhasilan perusahaan sesuai dengan prinsipp-prinsip yang telah ditetapkan.
Sementara itu, Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) mendefinisikan good corporate governance sebagai proses dan struktur yang diterapkan oleh organ-organ perusahaan untuk memberikan nilai tambah secara berkelanjutan dalam jangka panjang bagi pemegang saham, sambil tetap memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku.


Good Corporate Governance merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan, sehingga mencapai keseimbangan antara kewenangan yang diperlukan untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan dan pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan. Hal ini melibatkan aturan mengenai kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham, dan seterusnya (Nofita & Sebrina, 2023).
Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa good corporate governance adalah proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan untuk memberikan nilai tambah secara berkelanjutan dalam jangka panjang bagi pemegang saham, tetap memperhatikan kepentingan pemangku kepentingan lainnya. Ini juga mencakup aspek pertanggungjawaban kepada para pemangku kepentingan dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku.
1. Indikator Kinerja Ekonomi (economic performance indicator)

2. Indikator Kinerja Lingkungan (environment performance indicator)

3. Indikator Kinerja Sosial (social performance indicator)

2.1.5.2 Tujuan dan Manfaat Good Corporate Governance

Tujuan utama penerapan tata kelola perusahaan yang baik adalah untuk menciptakan nilai bagi semua pemegang saham dan semua pihak yang berkepentingan (Putra et al.,2022). Menurut informasi dari situs resmi Bisnis dan Ekonomi Indonesia (2023), penerapan tata kelola perusahaan


yang baik memberikan berbagai manfaat yang signifikan. Beberapa di antaranya adalah:
1. peningkatan nilai perusahaan,
2. penurunan biaya modal,
3. mendorong perilaku positif,

4. dukungan untuk perencanaan strategis.

2.1.5.3 Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance

Dalam buku “Good Corporate Governance”, Sudarmanto,dkk.(2021) menyajikan lima pilar tata kelola perusahaan yang baik seperti yang didefinisikan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Masing-masing pilar tersebut dijelaskan di bawah ini:
1. Transparansi (Transperency)

Transparansi bertujuan untuk menjaga objektivitas perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Hal ini dicapai dengan menyediakan informasi yang jelas, ringkas, mudah diakses dan dapat dipahami oleh para pemangku kepentingan perusahaan.
2. Akuntabilitas (Accountability)

Akuntabilitas mendorong kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan tanggung jawab perusahaan untuk mengoptimalkan kinerja setiap individu. Prinsip ini memperjelas hak dan kewajiban pemegang saham, Direksi, dan Dewan Pengawas. Selain itu, perusahaan diharapkan dapat menjawab setiap


pertanyaan yang mungkin diajukan oleh para pemangku kepentingan mengenai tindakan yang diambil dan hasil yang dicapai.
3. Tanggung Jawab (Responbility)
Pilar ini mencerminkan tanggung jawab setiap individu dan setiap perusahaan untuk memenuhi semua tugas yang berhubungan dengan pekerjaan dan untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku bagi perusahaan. Perusahaan juga harus memenuhi tanggung jawabnya terhadap pemegang saham, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.
4. Kemandirian (Independence)

Perusahaan harus menjaga hubungan yang efektif dan efisien.perusahaan dikelola secara professional tanpa campur tangan pihak lain yang tidak sesuai dengan peraturan.
5. Kewajaran (Fairness)

Perusahaan memperlakukan semua pemangku kepentingan dengan adil dan setara.
2.2 Penelitian Terdahulu

Dibawah ini terdapat beberapa hasil dari penelitian terdahulu.

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu
	No
	Judul
Nama dan Tahun Peneliti
	Variabel
Penelitian
	Hasil Penelitian

	1
	Pengaruh  pengungkapan
sustainability	Report
terhadap	profitabilitas
	Sustainability report (X)
	1.Hasil penelitian menunjukan bahwa	secara	parsial
pengungkapan	sustainability




	
	pada indeks di bursa efek Indonesia periode 2019-
2023,(Bayu Rizky., 2024)
	profitabilitas (Y)
	report dengan proksi ekonomi, lingkungan, dan social berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA).
2.Hasil penelitian secara simultan	pengungkapan sustainability report dengan proksi ekonomi, lingkungan, dan social berpengaruh positif
terhadap profitabilitas (ROA)

	2
	Pengaruh	Penerapan
Good	Corporate Governance		Terhadap Profitabilitas			Dengan Kualitas Audit Sebagai Variabel Moderasi, (Wijayanti ., 2023)
	Good Corporate Governance (X))

Profitabilitas (Y)
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Komite Audit berpengaruh positif signifikan terhadap	profitabilitas,
Komisaris	Independen berpengaruh negatif terhadap profitabilitas dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Kualitas Audit dapat memoderasi dan memperkuat pengaruh Komite Audit dan Kepemilikan Institusional		terhadap profitabilitas, namun Kualitas Audit tidak memoderasi pengaruh komisaris independen
terhadap profitabilitas.

	3
	pengaruh	pengungkapan
sustainability	report
terhadap	profitabilitas
	Sustainability Report (X)
	Hasil penelitian menggunakan uji  regresi  data  panel  pada
perusahaan perbankan yang ada
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	keuangan perusahaan Perbankan di Indonesia, (Pratiwi , 2022)
	Profitabilitas (Y)
	di Indonesia menunjukkan bahwa secara simultan pengungkapan sustainability report yang meliputi aspek kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diproksikan dengan rasio profitabilitas menggunakan Return On Equity (ROE). Namun, secara parsial hanya aspek kinerja ekonomi yang menunjukkan hasil memiliki pengaruh	signifikan. Sedangkan aspek kinerja lingkungan dan sosial tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diproksikan dengan rasio profitabilitas   menggunakan
Return on Equity (ROE).

	4
	Pengaruh	Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas dan Nilai Perusahaan Manufaktur		yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), (Putra, 2022)
	Good Corporate Governance (X)

Profitabilitas (𝑌1)
Nilai Perusahaan (𝑌2)
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa corporate governance dan profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Corporate governance berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.	Corporate
governance berpengaruh tidak
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	langsung dengan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap   nilai   perusahaan
melalui profitabilitas..

	5
	Studi Penerapan Green Accounting		dan Pengungkapan Sustainability Reporting Terhadap	Profitabilitas, (Sari & Wahyuningtyas, 2020)
	Green Accounting (𝑋1) Sustainability Report (𝑋2)

Profitabilitas (Y)
	Hasil	penelitian	ini menunjukkan bahwa Green Accounting dan Economic Performance	Disclosures mempunyai hubungan yang positif dan signifikan, sedangkan Environmental Performance Disclosure tidak memiliki hubungan terhadap profitabilitas, dan Social Performance	 Disclosures mempunyai hubungan yang negatif dan signifikan terhadap profitabilitas pada perusahaan peraih penghargaan industri hijau yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia.

	6
	The	Influence		of Sustainability Report and Environmental Performance	on
Profitability:	an Empirical Study in Indonesia, Putri Vira (Salsabila  &  Novianty,
2022)
	Sustainability Report (X1) Environmental Performance (X2)



Profitability (Y)
	The results indicate that sustainability reports and environmental performance partially have no effect on profitability, but sustainability reports and environmental performance simultaneously affect profitability




	7
	Good		Corporate Governance			And Corporate Social Responsibility			In Moderating The Effect Of Environmental Performance On Financial	Performance, (Koko Safitri, 2021)
	Good Corporate Governance
(𝑋1) Corporate Social Responsibility (𝑋2)

Financial Performance (𝑌1)
	The results showed that;
1. Environmental performance has an effect on financial performance, with P Values of
0.023 <0.05.
2. Good Corporate
Governance does not moderate the		relationship			between environmental			performance and	financial		performance, with P Values of 0.196 > 0.05. 3.Corporate							Social Responsibility as a moderator of			the				relationship between.environmental performance	and		financial performance, with P Values of
0.024 < 0.05.



2.3 Perbedaan dan Persamaan Replikasi Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Terbaru.
“Pengaruh Sustainability Report dan Good Corporate Governance Terhadap Profitabilitas Perusahaan Manufaktur Sektor Food and Beverage Tahun 2021- 2023”.Penelitian terdahulu yang dijadikan pembanding /acuan dari penelitian yang dilakukan oleh (Bayu Rizky Ardani,2024) dengan judul “pengaruh pengungkapan sustainability report terhadap profitabilitas pada indeks saham LQ45 di bursa efek indonesia periode 2019-2023.


Persamaan yang dimiliki dari penelitian yang dilakukan antara penelitian terdahulu dan penelitian terbaru ini adalah keduanya sama sama menggunakan metode penelitian kuantitatif .Variabel Y atau obejek yang diteliti adalah profitabilitas.Adapun perbedaan yang dimiliki dari kedua penelitian ini adalah. Dalam Sektor penelitian,peneliti terdahulu menjadikan sampel penelitian pada 45 perusahaan dengan kinerja terbaik di bursa efek Indonesia dengan asumsi,pengungkapan susutainability report yang baik dari tahun 2019- 2023.sedangkan penelitian terbaru menggunakan sampel Perusahaan manufaktur sektor food and beverage yang ada d bursa efek Indonesia tahun 2021-2023. Penelitian terdahulu hanya menggunakan 1 variabel independent.yaitu Sustainability Report sedangkan penelitian terbaru menggunakan 2 variabel independent yaitu Sustainability Report dan Good Corporate Governance.Untuk kutipan yang digunakan juga memiliki perbedaan yaitu peneliti terdahulu memilih teori mulai dari tahun 2020-kebawah.sedangkan peneliti terbaru menggunakan kutipan diatas tahun 2020.
2.4 Kerangka Konseptual

Menurut (Sugiono,2022) kerangka konseptual adalah kerangka hubungan antara konsep-konsep yang akan diukur dan diamati dalam suatu penelitian. Sebuah kerangka konsep haruslah dapat memperlihatkan hubungan antara variabel - variabel yang akan diteliti.


𝐇𝟏
𝐇𝟐
Profitabilitas (Y)
𝐇𝟑
Good Corporate Governance (𝑋2)
Sustainability Report (𝑋1)


Gambar 2.3 Kerangka Konseptual
2.4 Hipotesis Penelitian

Menurut (Sugiono,2022) Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Berdasarkan kerangka konseptual diatas, maka peneliti mengemukakan hipotesis sebagai berikut:
H1 : Sustainability report berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur sektor food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
H2 : Good Corporate Governance berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur sektor food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
H3 : Sustainability Report dan Good Corporate Governance berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur sektor food and Beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2023.
